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A B S T R A K         
Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah membuat pemerintah 
Indonesia berlomba-lomba dalam mengelola dan memanfaatkannya 
untuk kesejahteraan masyarakat, dari banyaknya potensi sumber daya 
yang ada didesa maka perlu adanya sebuah Badan Usaha Milik Desa yang 
menjadi motor penggerak ekonomi dan pengelolaan potensi desa 
khususnya sumber daya air, banyak hal yang harus dilakukan dalam 
melindungi, merawat, melestarikan sumber daya air salah satunya 
dengan kegiatan konservasi kawasan sumber mata air, akan tetapi masih 
banyak BUMDes di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik 
dalam mengelola sumber daya airnya, sehingga banyak pengelolaan 
sumber daya air dengan seenaknya sehingga menimbulkan pencemaran 
dan tidak adanya keberlanjutan pengelolaan. Penelitian ini meneliti 
bentuk model tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Karangsuko 
Kecamatan Pagelaran Malang. Penelitian dilakukan menggunakan metode 
penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan triangulasi data 
sehingga berguna untuk mendapatkan potret model BUMDes dikawasan 
konservasi sumber mata air sumber maron. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Karangsuko 

menggunakan prinsip-prinsip seperti Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas, Emansipatif, Kooperatif, 
dan Berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber mata air 
secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya masyarakat yang 
masih merasa tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa, kurangnya akses dalam penyampaian 
transparansi laporan kepada masyarakat, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya 
konservasi sumber mata air. Maka dari itu tebentuklah sebuah Model Badan Usaha Milik Desa Amanah di 
kawasan konservasi sumber mata air yang mana berisi tentang Input (modal yang dimiliki), Proses, 
Output (hasil jangka pendek), Outcome (hasil jangka panjang), dan impact (dampak). Dari adanya 
sebuah Model BUMDes diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi yang relevan bagi pengelola 
BUMDes, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan Sumber Mata Air Sumber 
Maron. 
Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, Model, Konservasi 
 
 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum dalam 
pelaksanaan otonomi desa, yaitu kewenangan desa dalam mengatur administrasi dan merancang 
pembangunan berdasarkan keputusan bersama demi memenuhi kebutuhan masyarakat 
(Muwardji, 2017 dalam Hidayah, Ulul Mulatsih & Purnamadewi, 2019). Otonomi desa diarahkan 
untuk mempercepat pembangunan pedesaan yang merupakan bagian integral dari pembangunan 
nasional secara menyeluruh (Sutrisna, 2021). 

Pembangunan ekonomi desa menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan yang 
berkelanjutan. Desa sebagai pusat awal produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan 
memiliki daya saing yang perlu dikelola melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan 
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potensi sumber daya lokal (Qin et al., 2020). Potensi desa sendiri terbagi menjadi potensi fisik 
(tanah, air, iklim, ternak, SDA) dan non-fisik (sosial budaya, kelembagaan, aparatur desa) 
(Abdurokhman, 2014). 

Salah satu potensi penting desa adalah sumber daya air. Pengelolaan yang bijak diperlukan 
agar tetap lestari dan bermanfaat, termasuk melalui langkah konservasi seperti penanaman 
vegetasi untuk menjaga cadangan air dan mengurangi risiko longsor (Yuliantoro & Frianto, 
2019). Konservasi ini menjadi semakin penting karena meningkatnya kebutuhan air akibat 
pertumbuhan populasi. 

Di Kabupaten Malang, berbagai desa telah melakukan konservasi mata air, seperti Desa 
Karangsuko yang memiliki potensi sumber mata air dan destinasi wisata Sumber Maron. 
Pengelolaan air bersih (HIPAM), sanitasi, dan wisata dikelola oleh BUMDes Amanah (Wahab, 
2024). Upaya konservasi dan optimalisasi ekonomi melalui sumber mata air membutuhkan model 
kelembagaan BUMDes yang tepat agar keberlanjutan usaha dan lingkungan dapat terjaga. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kelembagaan 
BUMDes Amanah di kawasan konservasi sumber mata air Sumber Maron, Desa Karangsuko, serta 
memberikan rekomendasi pengelolaan yang berkelanjutan bagi desa dan masyarakat. Oleh 
karena itu, penelitian ini mengangkat judul: “Model BUMDes Amanah di Kawasan Konservasi 
Sumber Mata Air (Studi di Desa Karangsuko Tahun 2024)”. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 
dilakukan di BUMDes Amanah Desa Karangsuko Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Metode 
pengumpulan data pada Penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi data yakni observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk usaha kolektif desa yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes didirikan dengan 
penyertaan modal dari pemerintah desa, bertujuan untuk mengelola aset, jasa, dan usaha 
produktif demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Keberadaan BUMDes menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan desa dan 
memberdayakan ekonomi masyarakat lokal melalui kegiatan usaha berbasis potensi desa. 
Sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh dan beroperasi di lingkungan masyarakat, BUMDes harus 
memiliki karakteristik berbeda dari lembaga ekonomi konvensional agar mampu memberikan 
dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga. 

 Agar tujuan tersebut tercapai, BUMDes perlu dikelola secara profesional dengan 
mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, kooperatif, 
partisipatif, emansipatoris, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016). 

Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). Sebagai lembaga ekonomi desa yang sebagian besar modalnya berasal dari desa, 
BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengelolaan aset dan 
potensi lokal. Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, 
tetapi harus menjadi subjek aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 
(Agustin, 2015; Yulyana et al., 2022). 
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Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Agustin, 2015), partisipasi dapat berbentuk 
keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, menyumbang ide, menghadiri rapat, serta 
memberi saran atas program yang dirancang. Hal ini sejalan dengan Conyers (dalam Agustin, 
2015), yang menegaskan bahwa partisipasi berfungsi sebagai alat informasi kebutuhan warga, 
menumbuhkan rasa memiliki, dan memperkuat nilai demokrasi dalam pembangunan. Di Desa 
Karangsuko, partisipasi masyarakat tercermin dalam tiga tahapan utama: 

A. Perencanaan 
Masyarakat Karangsuko aktif dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk merumuskan 
program kerja BUMDes, termasuk pengembangan wisata Sumber Maron dan konservasi sumber 
mata air. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur masyarakat seperti RT, RW, kepala dusun, karang 
taruna, LPMD, BPD, dan tokoh masyarakat. Partisipasi ini bertujuan meminimalisir gesekan 
antara warga dan pemerintah, serta memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan lokal (Adisasmita, 2006; Yati Maryani & Gitosaputro, 2022). 

B. Pelaksanaan (Implementasi) 
Partisipasi pada tahap implementasi mencakup kontribusi tenaga (misalnya kerja bakti dan 
reboisasi), uang (iuran pengelolaan sampah), dan bahan/material. Di Karangsuko, masyarakat 
terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan sekitar sumber mata air, seperti menjaga 
kebersihan sungai, tidak menebang pohon di sekitar aliran air, serta mengikuti kegiatan 
selametan dan kerja bakti (Pradana, 2011). Kegiatan ini tidak hanya menjaga kelestarian 
lingkungan tetapi juga mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung 
pada pariwisata lokal. 

C. Evaluasi 
Evaluasi dilakukan melalui forum musyawarah yang membahas laporan pertanggungjawaban 
BUMDes. Dalam forum ini, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan 
masukan terhadap program yang telah dijalankan. Evaluasi berfokus pada peningkatan 
kualitas layanan, promosi wisata, serta perbaikan dalam aspek kelembagaan BUMDes. 
Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi mencerminkan bentuk penyelenggaraan BUMDes yang 
partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Suwignjo 
dalam Agustin, 2015). 

Transparansi 
Transparansi merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa 

yang baik (good governance). Keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan 
keuangan, dan penyampaian informasi kepada publik dapat memperkuat kepercayaan 
masyarakat serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sanaky, 2021). Dalam 
konteks BUMDes, transparansi mencakup keterbukaan terhadap seluruh proses kelembagaan dan 
aktivitas usaha, termasuk pelaporan keuangan dan perekrutan pegawai (Haris, 2015), BUMDes 
Amanah Desa Karangsuko telah menerapkan prinsip transparansi melalui tiga indikator utama 
sebagaimana diungkapkan Kristianten (dalam Pranata, 2023): 

A. Aksebilitas Dokumen 
Informasi mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ), kegiatan usaha, dan penggunaan 
dana tersedia dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Namun, rendahnya partisipasi 
masyarakat menyebabkan sebagian besar warga belum dapat mengakses informasi secara 
langsung, sehingga menimbulkan kesan tertutup terhadap pengelolaan BUMDes. 

B. Informasi Jelas dan Lengkap 
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BUMDes Amanah menyampaikan informasi yang cukup runtut mengenai program kerja, 
pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Hal ini menciptakan transparansi struktural dalam 
kegiatan usaha BUMDes. 

C. Keterbukaan Proses 
Sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui forum Musdes khusus yang 
digelar dua kali setahun. Pendekatan ini menekankan proses pengambilan keputusan secara 
partisipatif (bottom-up), bukan top-down. 

Selain menyampaikan laporan internal ke Direktur BUMDes dan Kepala Desa secara rutin, 
setiap enam bulan sekali BUMDes Amanah memaparkan laporan publik kepada seluruh elemen 
masyarakat dalam forum Musdes khusus. Informasi yang disampaikan mencakup keuangan, 
struktur organisasi, SOP, hingga mekanisme rekrutmen. Langkah ini dinilai efektif dalam 
membangun kepercayaan masyarakat serta memperlancar program kerja BUMDes. 

Namun demikian, tantangan masih ditemukan, terutama terkait akses informasi yang 
belum merata. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dokumen resmi atau 
informasi visual seperti banner LPJ. Hal ini menimbulkan kesenjangan komunikasi yang dapat 
menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap BUMDes. Oleh karena itu, perbaikan sistem 
komunikasi dan diseminasi informasi menjadi penting agar prinsip transparansi tidak hanya 
bersifat formalitas, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat (Haris, 2015). 

Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) yang baik. Keberhasilan akuntabilitas ditunjukkan melalui meningkatnya 
kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan desa, kesadaran warga atas hak 
dan kewajiban dalam menilai kinerja pemerintahan desa, serta menurunnya praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (Sanaky, 2021). 

Menurut Sangki et al. (dalam Junianto, 2021), indikator utama akuntabilitas mencakup: (1) 
keberadaan SOP, (2) laporan pertanggungjawaban, (3) sistem pemantauan kinerja, dan (4) 
mekanisme reward and punishment. Di BUMDes Amanah Desa Karangsuko, prinsip ini telah 
diterapkan secara nyata. SOP telah disusun sebagai pedoman kerja harian untuk setiap unit 
usaha, termasuk unit pengelolaan wisata, UPSAB&S (Unit Pengelolaan Sumber Air Bersih dan 
Sanitasi), dan UP-SL (Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah). SOP ini mengatur tugas, jam kerja, 
serta tanggung jawab tambahan setiap pegawai. 

Selanjutnya, BUMDes menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala setiap 
bulan, yang kemudian dipaparkan kepada pengurus dan masyarakat dalam forum Musyawarah 
Desa dua kali dalam setahun. Forum ini bukan hanya tempat pelaporan, tetapi juga ruang dialog 
antara BUMDes dan masyarakat, di mana publik dapat memberikan saran dan kritik terhadap 
pelaksanaan program kerja (Budiati et al., 2020; Pradana, 2011). Partisipasi aktif masyarakat 
dalam forum ini memperkuat transparansi sekaligus menjadi bagian penting dari akuntabilitas. 

Pemantauan kinerja dilakukan oleh Kepala Desa dan Pengawas BUMDes secara langsung. 
Selain pengawasan internal, masyarakat juga turut mengawasi dan memberikan masukan 
terhadap kinerja BUMDes. Keterlibatan warga dalam pengawasan menjadi bentuk kontrol sosial 
yang efektif dalam menjaga integritas kelembagaan desa (Nakmahachalasint & Narktabtee, 
dalam Ilmiah et al., 2025). Mekanisme ini membantu meminimalkan potensi penyimpangan serta 
meningkatkan kepercayaan publik. 

Prinsip akuntabilitas juga diterapkan melalui reward and punishment, di mana pegawai 
dengan kinerja baik diberikan penghargaan, sedangkan pegawai yang tidak menjalankan 
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tugasnya secara optimal mendapat sanksi. Pendekatan ini dinilai mampu mendorong motivasi 
kerja dan memperbaiki kinerja kelembagaan (Cohen & Karatzimas, dalam Junianto, 2021). 

Di sektor layanan publik, akuntabilitas BUMDes Amanah terlihat dalam pengelolaan 
distribusi air bersih ke beberapa desa. Unit UPSAB&S, yang dipimpin oleh Zainudin, bertanggung 
jawab atas kualitas pelayanan dan penetapan harga yang adil. Hal ini menegaskan bahwa 
akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut 
tanggung jawab teknis dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 

Kooperatif 
Kerjasama yang erat antara pemerintah desa, BUMDes Amanah, dan masyarakat Desa 

Karangsuko menjadi kunci keberhasilan pengembangan potensi desa. Pemerintah Desa 
memberikan penyertaan modal dari Dana Desa pada BUMDes Amanah sejak 2023 untuk 
mempercepat pembangunan, khususnya di Kawasan Wisata Sumber Maron. Meski BUMDes sudah 
mampu mandiri sebelumnya, dukungan modal ini bertujuan memperkuat pengembangan 
infrastruktur dan layanan (Bryson et al., 2015 dalam Panjaitan, 2022). 

BUMDes juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak lokal, seperti Percetakan Makro 
Gondanglegi untuk pencetakan tiket dan pengembangan aplikasi keuangan oleh warga setempat. 
Kerjasama ini tidak semata-mata untuk keuntungan finansial, tetapi lebih kepada pemberdayaan 
masyarakat (Bryson et al., 2015 dalam Panjaitan, 2022). Di sisi lain, BUMDes menolak tawaran 
kerjasama dari investor besar PT Bunga Wangsa Sedjati untuk menjaga fokus utama 
pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, 
sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Brundtland (1987) dalam 
Nasfiza et al. (2024). 

Kerjasama juga terlihat dalam proyek pembangunan infrastruktur di Kawasan Wisata 
Sumber Maron, seperti pelebaran jalan dan penambahan fasilitas. Masyarakat ikut berkontribusi 
dengan mengikhlaskan tanahnya, meskipun ada potensi konflik kepentingan. Prinsip kooperatif 
BUMDes menuntut penyelesaian masalah melalui dialog terbuka agar semua pihak merasa 
dihargai dan terlibat. Peningkatan akses wisata ini diharapkan dapat menarik lebih banyak 
pengunjung dan memberi manfaat ekonomi bagi pedagang lokal, sekaligus meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Panjaitan, 2022). 

Emansipatoris 
Prinsip emansipatoris dalam pengelolaan BUMDes di Desa Karangsuko berfungsi untuk 

menjamin kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi sosial, 
ekonomi, atau budaya. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang sama kepada warga dalam 
memanfaatkan hasil ekonomi BUMDes serta meningkatkan solidaritas melalui keterlibatan aktif 
dalam pengambilan keputusan (Freire, 1970 dalam Rahmadini & Susi Hardjati, 2024). 

Desa Karangsuko mengimplementasikan prinsip ini dengan melibatkan perempuan dalam 
struktur kepengurusan BUMDes, yang mencapai 15% dari total pegawai, termasuk posisi strategis 
seperti Bendahara Umum dan Ketua Unit Pengelola. Keterlibatan perempuan ini memperlihatkan 
komitmen BUMDes terhadap kesetaraan gender, yang menurut Kabeer (2005) dalam Mahmuddin 
& Siti Nur Zalikha (2019) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan. Pemerintah desa juga 
menegaskan pentingnya kepatuhan yang adil terhadap peraturan, misalnya larangan menebang 
kayu di area mata air, sebagai bagian dari keadilan sosial yang memperkuat dukungan 
masyarakat (Rahmadini & Susi Hardjati, 2024). BUMDes menyediakan kesempatan kerja terbuka 
bagi seluruh warga, termasuk perempuan, dengan menekankan kualitas dan kompetensi tanpa 
nepotisme. Hal ini sejalan dengan prinsip emansipatoris yang menjamin perlakuan adil dan 
inklusif (Moser, 1993 dalam Fryna et al., 2018). 
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Keberlanjutan 
Pengelolaan sumber mata air di Desa Karangsuko menunjukkan perubahan paradigma dari 

orientasi profit menuju keberlanjutan lingkungan. Kepala Desa menegaskan pentingnya gotong 
royong masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, sejalan 
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan 
lingkungan untuk manfaat jangka panjang (Brundtland, 1987 dalam Amirul Mustofa et al., 2024) 

Kegiatan konservasi yang dilakukan BUMDes, seperti penanaman pohon dan pelaksanaan 
kegiatan adat selametan, tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga mempererat ikatan sosial 
masyarakat. Pemberian bibit pohon oleh BUMDes kepada pemilik lahan di sekitar sumber mata 
air menunjukkan implementasi konsep pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat 
(PSABM), yang menekankan partisipasi aktif warga (Zainuddin, pengelola UPSAB&S). 

Meski inisiatif positif sudah ada, tantangan masih muncul, seperti minimnya peraturan yang 
mengikat dan kesadaran masyarakat yang belum merata. Masyarakat merasa kurang mendapat 
dukungan dan kontrol pemerintah dalam pelaksanaan konservasi, sehingga perlu peningkatan 
edukasi tentang dampak pelestarian lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002 dalam Amirul 
Mustofa et al., 2024). Selain itu, status kepemilikan tanah yang beragam membatasi ruang untuk 
reboisasi yang lebih luas. 

Kolaborasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat pemilik lahan menjadi kunci 
keberhasilan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan kemitraan yang kuat, 
pengelolaan sumber mata air dapat lebih efektif dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan 
generasi mendatang. Inisiatif konservasi yang berkelanjutan ini juga mendukung pengembangan 
desa wisata yang ramah lingkungan. 

Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama BUMDes Amanah dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi Desa Karangsuko. Direktur BUMDes menegaskan bahwa keberadaan 
BUMDes bertujuan membuka kesempatan kerja dan mendorong partisipasi aktif warga dalam 
kegiatan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial (Endah, 
2020). 

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama BUMDes Amanah dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi Desa Karangsuko. Direktur BUMDes menegaskan bahwa keberadaan 
BUMDes bertujuan membuka kesempatan kerja dan mendorong partisipasi aktif warga dalam 
kegiatan ekonomi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial (Endah, 
2020). Kontribusi mahasiswa KKN juga signifikan, dengan pelatihan pembuatan kue kering, 
pengelolaan sampah rumah tangga menjadi sabun, dan seminar pemasaran digital, yang 
memperkuat kapasitas UMKM lokal. Direktur BUMDes menilai kegiatan ini sangat mendukung 
pengembangan usaha mikro di desa. 

Proses pemberdayaan mengikuti tahapan penyadaran, pengkapasitasan (capacity building), 
dan pendayagunaan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007 dalam Karmila & Said, 2021). Masyarakat 
mulai menyadari potensi lokal dan mulai mengubah lahan menjadi peluang usaha. Pemerintah 
desa memfasilitasi pelatihan inovasi bersama pihak eksternal, meningkatkan kemampuan warga 
menangkap peluang baru. Pada tahap pendayagunaan, warga diberi otoritas dan kesempatan 
berkembang, seperti pemanfaatan media sosial untuk pemasaran yang berdampak langsung pada 
peningkatan pendapatan 

Pemberdayaan ini membentuk masyarakat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui 
kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan warga, Desa Karangsuko dapat mencapai 
pembangunan inklusif dan berkeadilan. Investasi dalam pemberdayaan bukan hanya program 
sementara, melainkan fondasi bagi kemajuan ekonomi desa yang berkelanjutan. 
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Pengelolaan Sumber Mata Air 
Desa Karangsuko memiliki potensi sumber mata air yang melimpah dan strategis untuk 

pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Sumber mata air tersebut tidak hanya memenuhi 
kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata yang dikelola oleh 
BUMDes Amanah melalui Sumber Maron. Pengelolaan ini meliputi sektor pariwisata serta 
distribusi air bersih oleh badan pengelola sarana air bersih dan sanitasi (BPSAB&S). 

Pendekatan pengelolaan yang diterapkan mengacu pada Community Based Natural 
Resource Management (CBNRM), yang menekankan partisipasi masyarakat dalam menjaga 
keberlanjutan dan keadilan sosial (Berkes, 2009 dalam Cahyani, 2016). Konsep ini sebagai 
respons kritik terhadap pengelolaan sumber daya alam yang top-down dan eksklusif (Moeliono & 
Mulyana, 2003 dalam MENPUPR, 2017), menitikberatkan pada pengelolaan yang bijaksana dan 
berkelanjutan, bukan hanya pemanfaatan atau kepemilikan. 

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (PSABM) menjadi kerangka penting 
dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan konservasi lingkungan, keadilan 
sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Agus Mulyana et al., 2019). Di Desa Karangsuko, prinsip-
prinsip PSABM sudah diterapkan meskipun dengan berbagai kendala: 
A. Konservasi lingkungan diwujudkan lewat penanaman bibit pohon oleh pemerintah kepada 

masyarakat di sekitar sumber mata air, meski sosialisasi konservasi masih perlu ditingkatkan. 
B. Partisipasi multi-pihak dilakukan melalui forum musyawarah desa, walaupun belum semua 

kelompok masyarakat merasa dilibatkan secara optimal. 
C. Kolaborasi antar pemangku kepentingan terjalin antara pemerintah desa, BUMDes, akademisi, 

dan pemerintah kecamatan, tetapi belum melibatkan sektor swasta secara luas. 
D. Skala analisis yang luas terbatas karena kendala status tanah yang masih pribadi atau 

perpajakan, menghambat perluasan kawasan konservasi. 
BUMDes Amanah juga aktif dalam memastikan distribusi air bersih melalui pompa 

mikrohidro dan membentuk unit pengelolaan sampah serta limbah untuk menjaga kebersihan 
kawasan wisata. Kegiatan gotong royong, reboisasi, dan selametan rutin sebagai tradisi budaya 
turut memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan (Pretty et al., 2003 dalam Moh 
Lutfi & M. Mas’ud Said, 2022). Penggunaan kearifan lokal serupa juga ditemukan di pengelolaan 
sumber mata air Senjoyo (Dewi Liesnoor Setyowati & Juhadi, 2017). 

Aturan dan Regulasi 
Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelestarian lingkungan hidup di Desa 

Karangsuko merupakan regulasi strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Regulasi ini menegaskan komitmen 
desa dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sesuai dengan 
prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Perdes tersebut menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk memelihara fungsi 
lingkungan hidup, yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Setiap 
aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran diwajibkan untuk memperoleh izin 
lingkungan. Hal ini menggarisbawahi tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga 
kelestarian alam selain hak mereka dalam memanfaatkan sumber daya. 

Selain kewajiban, Perdes ini juga mengatur larangan-larangan terhadap tindakan yang 
dapat merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dan pembuangan sampah 
ke saluran air. Penegakan hukum melalui pemberian sanksi dan ganti kerugian bagi pelanggar 
diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat. 
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Perdes Nomor 3 Tahun 2017 juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam 
pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi melalui 
pengawasan sosial, pemberian saran, serta penyampaian informasi kepada pemerintah desa. 
Partisipasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kemandirian 
warga dalam menjaga lingkungan. 

Regulasi ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai landasan 
pelestarian lingkungan. Dengan mengembangkan dan mempertahankan tradisi yang mendukung 
keberlanjutan, Desa Karangsuko dapat mengadopsi pendekatan holistik dalam pengelolaan 
sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat. 

Model BUMDes Amanah  
Model tata kelola BUMDes Amanah dirancang sebagai kerangka kerja sistematis dan 

terintegrasi yang mencerminkan pola pikir dan konsep pengelolaan yang koheren dan saling 
mendukung. Model ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur operasional dan pengambilan 
keputusan yang dilakukan melalui forum resmi seperti musyawarah desa dan rapat direksi, 
tetapi juga menjadi sarana konkret untuk menerapkan teori ke dalam praktik. 

Dengan model ini, BUMDes Amanah mampu beroperasi secara efektif dan efisien, sekaligus 
memberikan acuan bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam menjalankan usaha. Model 
tata kelola ini menjadi fondasi pengembangan yang berkelanjutan dan contoh bagi BUMDes lain 
dalam mengelola sumber daya desa secara optimal. 

 
Gambar 1. Model BUMDes Amanah Desa Karangsuko di Kawasan Sumber Mata Air 

 
Model tata kelola BUMDes Amanah Desa Karangsuko berhasil menyatukan potensi sumber 

daya alam, sumber daya manusia, regulasi, dan modal desa dalam sebuah proses pengelolaan 
yang sistematis dan partisipatif. Hasilnya terlihat pada pengelolaan sumber mata air yang 
berkelanjutan, tumbuhnya unit usaha baru, peningkatan jumlah wisatawan, dan terpenuhinya 
sarana prasarana yang mendukung pariwisata desa. Outcome dan impact yang tercapai 
menunjukkan keberhasilan model ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus 
menjaga kelestarian lingkungan. Model ini dapat menjadi referensi dan contoh bagi 
pengembangan BUMDes lain yang ingin mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan dan 
inklusif. 

Dari model BUMDes Amanah desa Karangsuko tersebut peneliti bermaksud memberikan 
sebuah Penelitian Rekomendasi model baru BUMDes Amanah di kawasan konservasi sumbermata 
air  
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Gambar 2. Rekomendasi Model BUMDes Amanah Desa Karangsuko di Kawasan Sumber Mata Air 

 
Model ini terdiri dari enam komponen utama yang saling terkait dan harus berjalan 

bersama-sama agar efektif: 
A. Pemerintah: Sebagai regulator dan fasilitator, menetapkan kebijakan dan mendukung 

program pelestarian lingkungan. 
B. Masyarakat Lokal: Pelaku utama dan penerima manfaat yang aktif dalam pelaksanaan dan 

pengawasan. 
C. Swasta/Industri: Penyedia modal, teknologi, dan inovasi untuk pengelolaan usaha ramah 

lingkungan. 
D. Akademisi: Pemberi kajian ilmiah, edukasi, dan teknologi tepat guna. 
E. Hukum dan Regulasi: Penjamin kepastian hukum dan perlindungan kegiatan BUMDes. 
F. Media: Penyebar informasi, peningkat kesadaran, dan pengawas pelaksanaan program. 

Keenam komponen ini harus bersinergi agar pengelolaan konservasi sumber mata air oleh 
BUMDes Amanah di Desa Karangsuko dapat berjalan sukses dan berkelanjutan 

 
SIMPULAN  

Desa Karangsuko memegang peran penting sebagai subjek dan objek pembangunan, 
khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-undang Desa Nomor 6 
Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara menyeluruh dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menjaga 
kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 

BUMDes Amanah Desa Karangsuko telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti 
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kooperasi, emansipasi, dan keberlanjutan, meskipun 
masih ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan akses informasi. 
Pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan inovasi usaha di sektor pariwisata, terutama 
di sumber mata air. Pengelolaan sumber daya alam juga dilakukan dengan melibatkan 
masyarakat melalui reboisasi dan regulasi lingkungan. 

Dengan dukungan sumber daya manusia, modal, alam, dan regulasi yang baik, BUMDes 
berhasil mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan. Hasilnya adalah peningkatan kualitas 
sumber daya, munculnya usaha baru, peningkatan wisatawan, dan kesejahteraan masyarakat 
yang terus membaik. Saran dari penelitian ini yakni adanya peningkatan kapasitas SDM Pegawai 
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dan Masyarakat, penguatan regulasi, pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, dan 
adanya kolaborasi dengan pihak eksternal. 
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